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Siapa Masyarakat Adat?

• Sekelompok manusia yang oleh karena ikatan geneologis dan/atau teritorial yang 
menyejarah, turun temurun lintas generasi, memiliki identitas budaya yang sama
dan memiliki ikatan batiniah yang kuat atas suatu ruang geografis tertentu
sebagai ‘rumah bersama’ yang dikuasai, dijaga dan dikelola secara turun temurun
sebagai wilayah kehidupan dari leluhurnya.

• Ikatan batiniah dan kesetiaan yang kuat antara masyarakat adat dengan wilayah
adatnya ini telah membentuk kosmologi, budaya dan kehidupan spiritual mereka
yang tidak terpisahkan dari alam semsta di sekitarnya. 

• Pandangan dunia atau cosmovision yang holistik inilah kekuatan masyarakat adat
sebagai penjaga bumi dan pelindung hutan yang sudah teruji dan terbukti
khususnya dalam situasi dunia sedang menghadapi berbagai krisis global, seperti
krisis perubahan iklim dan juga saat ini dengan pandemi COVID-19. 

• Cosmovision dan bahkan masyarakat adat sendiri pun tersingkir dalam derap
industrialisasi sejak 250 tahun lalu dan modernisasi yang menyertainya. 



Fakta-Fakta Global Penting

• Meskipun populasi Masyarakat Adat diperkirakan hanya 476 juta jiwa (World Bank, 2020) atau
kurang dari 6% dari populasi dunia, mereka mengelola lebih lebih 80% keanekaragaman hayati
global yang berada di wilayah adat mereka. Sekitar 200 juta mereka hidup di dalam dan sekitar
hutan tropis yang mereka lindungi dan kelola. Belum termasuk di dalamnya sekitar 100 suku adat
yang masih belum berhubungan dengan dunia luar.  

• Banyak penelitian telah membuktikan bahwa Masyarakat Adat adalah pelindung keanekaragaman
hayati terbaik di dunia. Mereka adalam pemimpin dalam konservasi hutan di seluruh dunia.

• Pengetahuan dan praktek adat serta hubungan spritualitas mereka dengan alam/hutan menjadi
dasar perlindungan alam/hutan yang efektif dan berkelanjutan.

• Masyarakat Adat memiliki kontribusi penting menjaga iklim bumi, merestorasi ekosistem hutan, 
menjaga dan bahkan memperkaya keanekaragaman hayati dan mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan.

• Mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat adalah cara hemat biaya melindungi hutan
dalam menghadapi perubahan iklim (juga pandemi virus zoonosis). Studi menunjukkan bahwa
ketika hak Masyarakat Adat diakui dan dilindungi secara hukum oleh Pemerintah, laju deforestasi
dan emisi CO2 dapat dikurangi secara nyata.



Fakta-Fakta Global Penting …..lanjutan

• Angka deforestasi di lahan yang diakui secara legal 2-3 kali lebih kecil
dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang sama tapi belum diakui secara
legal sebagai hak masyarakat adat (WRI, 2016)  

• ¾ tanah di wilayah Masyarakat Adat tidak memiliki hak hukum. Bahkan
kalaupun sudah diakui secara hukum, perlindungan dari Pemerintah sering
tidak efektif. 

• Perlindungan hukum yang lemah terhadap Masyarakat Adat bukan hanya
soal hak atas tanah, juga dalam usaha konservasi dan upaya penanganan
perubahan iklim.

• Intimidasi, kriminalisasi sampai pembunuhan mewarnai kehidupan
Masyarakat Adat di seluruh dunia. Pada tahun 2018 ada 164 pembela
lingkungan terbunuh saat melindungi tanah, wilayah dan hutan mereka
dari penghancuran, sebagian besar adalah warga Masyarakat Adat. 



Masyarakat Adat di Indonesia: Penjaga Keanekaragaman
Hayati Nusantara terbaik

• Motivasi yang paling kuat dan kepentingan yang tinggi untuk
mempertahankan keutuhan wilayah adatnya dan melindungi KEHATI di 
dalamnya ---- sebagai identitas budaya dan keberlanjutan kehidupan, 
sumber pangan, obat-obatan dan mata pencaharian

• Spritualitas yang memandu keterhubungan (connectedness) dengan
pencipta, leluhur, alam semesta, sesama manusia (kekerabatan) dan 
seluruh mahluk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.

• Pengetahuan dan praktek pengelolaan tradisional dalam pengelolaan SDA 
di wilayah adat berdasarkan tata guna lahan yang disepakati, termasuk
dalam pengayaan KEHATI, untuk budidaya pertanian, pengobatan, dsb. 
Para sesepuh adat memainkan peran sentral dalam penyebaran kebenaran
spiritual dan pengetahuan ini. 

• Hukum adat yang berkembang untuk mengatur perlindungan dan 
pemanfaatan SDA secara umum dan KEHATI yang penting dalam kehidupan
adat

• Kelembagaan adat yang memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif dan 
menegakkan aturan-aturan dan kesepakatan adat

• Hak bersama (kolektif/komunal) atas wilayah, tanah dan SDA berdasarkan
ikatan geneologis dan teritorial dengan leluhur (menyejarah)

• + Kehidupan yang sangat rendah emisi gas rumah kaca – REDD+ life style

Nababan, Abdon. 1995. Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia. Analisis CSIS. 



• INDICATIVE MAP OF ANCESTRAL DOMAINS AND 
INDIGENOUS TERRITORIES 

Probability Milion ha %

High Probability 42,049 23

Medium Probability 70,412 38

Low Probability 29,005 16

Very Low to zero 
Probability

45,126 24

TOTAL 186,594 100

Perkiraan awal

Wilayah Adat: 
84 juta hektar

Wilayah Adat
di Kawasan 
Hutan: 57 juta
hektar

Hutan alam
terbaik di 
wilayah adat: 
40 juta hektar



Indonesia: sekitar

84 million 
hektar wilayah adat, 

termasuk hutan dan gambut

di dalamnya, menyimpan

32,7 gigatons
karbon

The Indigenous Peoples’ 

Alliance of  the 

Archipelago (AMAN) is a 

social movement of  

indigenous peoples in 

Indonesia. Members are 

indigenous communities 

with ancestral territory 

and distinct customary 

legal systems and 

institutions. There are 

currently 2,302 

indigenous community 

members of  AMAN from 

across Indonesia, 

amounting to around 17 

million people.





AMAN: Organisasi Gerakan Sosial Masyarakat
Adat

• Organisasi: tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan 
sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya
(dana/materi/logistik, data/informasi/pengetahuan, jaringan, metode, lingkungan, sarana-parasarana, 
dan lain sebagainya) yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi
dibentuk/didirikan.

• GERSOS: pergulatan keras antar (berbagai) sistem:

• Sistim adat yang lokal, beragam dan masing-masing (dulunya) berdaulat, mandiri dan bermartabat dengan
sistem negara integralistik nasional yang  seragam, terpusat, terkendali

• Gerakan yang tidak mau menerima "kenyataan" apa adanya dan memulai jalan pergulatan baru: “Jika negara 
tidak mengakui kami, kami pun tidak mengakui negara”

• GERSOS lahir dari kenyataan hidup: 

• Ada dan nyata terjadi ketidak-adilan, penindasan atau penaklukan/penjajahan.

• Perasaan bersama diperlakukan tidak adil, tertindas dan terjajah ini menjadi pendorong utama dari
munculnya suatu gerakan sosial





Pengorganisasian gerakan

• Pengurus Besar di Ibukota Negara Jakarta

• 21 Pengurus Wilayah (PW)

• 119 Pengurus Daerah (PD) 

• 3 Organisasi Sayap : 
1. Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN) AMAN; 
2. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) 
3. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)

• 2 Badan Otonom :
1. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) – Independen sejak 2018
2. Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat Nusantara (YPMAN) 

• 3 Lembaga Ekonomi :
1. Credit Union Pancoran Kehidupan
2. PT. Berdaulat, Mandiri, Bermartabat (BMB Consult)
3. Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM)
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Diplomasi dan advokasi internasional  Hak-Hak Masyarakat Adat
dalam Konvensi ILO 169, UNDRIP (13/9/2007) dan berbagai instrumen
internasional lainnya:

Penegasan hak-hak kolektif sebagai Masyarakat Adat sebagai
Hak Azasi Manusia, yaitu adalah yang paling penting:
 Penentuan nasib sendiri – salah satu yang paling mendasar adalah 

hak untuk mengidentifikasi diri sendiri sebagai Masyarakat Adat 
 Budaya dan kekayaan intelektual
 Tanah, wilayah dan sumberdaya alam – mencakup hak untuk 

memiliki, menggunakan dan mengendalikan tanah dan SDA di 
wilayah adat mereka

 Free, prior and informed consent (FPIC) – yang memungkinkan 
Masyarakat Adat untuk memberi atau tidak memberi ijin terhadap 
suatu proyek yang dapat berdampak terhadap mereka atau wilayah 
mereka

 Penentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai 
adat dan budaya mereka



Dialog dan advokasi nasional  Hak-Hak Masyarakat Adat dalam
Peraturan Perundang-undangan Indonesia

• Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-2 Tahun 2000):

Pada Pasal 18B ayat (2) berbunyi: ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Selanjutnya pada pasal 28I ayat (3) dikatakan, ”Identitas budaya dan hak 
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 
peradaban”

• Tap MPR N0. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam:

Pada pasal 4 berkenaan dengan  pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya 
alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsi-prinsip, pada huruf j berbunyi: 
”Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan 
keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam”



Menghadirkan Masyarakat Adat sebagai
Subjek Hukum di Indonesia
• Terperangkap sektoralisme – mengatur objek hak tanpa subjek

• UUPA No. 5/1960 – hak adat atas sumber-sumber agraria: hak ulayat
• UUPK No. 5/1967 direvisi menjadi UUK No. 41/1999 – hak adat atas hutan: hutan adat
• UU Desa No. 6/2014 – hak adat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di desa: desa

adat
• UU PPLH – hak adat untuk menyelenggarakan praktek PPLH berbasis pengetahuan adat: 

kearifan local

• Setiap sektor dikelola terkotak-kotak dengan aturan pelaksanaannya sendiri-
sendiri (ego sektoral)

• MK No. 35/2012: Pasal 67 UUK 41/1999 tidak berubah - pengukuhan
keberadaan Masyarakat Adat dengan PERDA!

• Terobosan yang diambil oleh Pemerintah (UKP4, Kemenko Kesra, Kemenhut
dan Kemendagri): terbit Permendagri No. 52/2014 

• Menuju pengakuan yang mudah, murah dan berkepastian hukum: 
memperjuangkan pembentukan UU Masyarakat Adat
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Menghadirkan Masyarakat Adat sebagai
Solusi Mengatasi Krisis Ekologis Global
AMAN sebagai organisasi masyarakat adat terbesar di dunia dari dari
negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas, pemilik
keanekaragaman hayati dan keragaman budaya terkaya aktif dalam
perundingan internasional yang terkait dengan masalah-masalah
global, antara lain:

UNFCCC

Convention on Biodiversy

Sustainable Development Goals

Human Rights Council – EMRIP 

UN Permanent Forum on Indigenous Issues



Sistem Informasi dan Pemantauan Wilayah Berbasis Komunitas
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